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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
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kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini merupakan suatu peristiwa yang tak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan ini sebab hal itulah yang menandakan bahwa adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan. Dalam setiap perubahan yang telah diinovasikan adalah untuk mendatangkan 

kebermanfaatan yang positif bagi manusia. Terkhusus dalam hal teknologi, manusia sudah 

merasakan banyak manfaat yang diciptakan oleh perubahan-perubahan yang telah mendatangkan 

hasil dalam beberapa decade terakhir ini. Kendati demikian, yang pada mulanya inovasi dalam hal 

ini diciptakan untuk mendatangkan kebermanfaatan ke arah yang positif, akan tetapi di samping 

itu juga tak dapat dipungkiri akan memungkinkan dapat disalahgunakan dan justru mendatangkan 

kea rah yang tidak baik atau negative, terlebih lagi tak sedikit masyarakat yang menyalahgunakan 

suatu teknologi untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminalisasi, seperti misalnya 

penyimpangan dan kenakalan dalam hal mengakses situs porno, Sebagian orang-orang yang 

menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk memperlancarkan kejahatan prostitusi melalui 

media sosial, hal tersebut tentu saja dapat mencoreng nilai moral para generasi penerus. Ruang 

lingkup sosial media yang sangat besar jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya tentu akan 

mendatangkan kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan istilah cyber crime. 

Permasalahan yang terjadi di media sosial adalah salah satu kejahatan yang selalu menarik 

perhatian yang cukup serius setiap seiring berjalannya waktu. Dari berbagai hasil pengamatan dan 

penelitian para ahli mengatakan bahwa terdapat peningkatan mulai dari jenis dan bentuk kejahatan 

tertentu, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya.1. Masyarakat sangat merasakan 

 
1 Moh. Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1 



keresahan pada kegiatan buruk dengan adanya kejahatan media sosial, terlebih lagi dengan kabar 

berita tentang prostitusi di media sosial. Prostitusi cyber merupakan perbuatan yang telah 

melanggar norma  kesusilaan sebagai salah satu pondasi tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam arti yang lebih luas bahwa kesusilaan tidak hanya menyangkut tentang 

kebirahian, namun, mencakup semua kebiasaan hidup dalam kelompok masyarakat tertentu. 

Disamping itu, norma kesusilaan juga bukan hanya mengatur perilaku manusia saja, akan tetapi 

apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi2 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa semua 

perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan atau delik 

kesusilaan.  Kejahatan terhadap kesusilaan yang walaupun relative tidak banyak untuk jumlahnya 

akan tetapi jika diperbandingkan dengan kejahatan terhadap harta dan benda atau disebut dengan 

kekayaaan, namun sejak dahulu hingga saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran di 

masyarakat3. 

Menurut pendapat Kartinii Kartono4 

Salah satu bentuk penyakit yang merajalela di dalam kehidupan masyarakat dan harus dihentikan 

untuk penyebarannya salah satunya ialah pelacuran atau prostitusi, penghentian tersebut 

dihentikan tanpa mengabaikan usaha dengan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran merupakan 

perbuatan yang sudah tentu ada di negara manapun yang memiliki nilai budaya sejak dari jaman 

purba hingga saat ini serta selalu saja menimbulkan permasalahan sosial atau menimbulkan urusan 

persoalan hukum. Akan tetapi mata pencaharian pelacuran ini akan selalu ada sejak pertamakali 

 
2 http;//www.kompas.co.id Diakses 20 Januari 2019 
3 https://www.neliti.com/publications/3391/tindak-pidana-kesusilaan-dalam -kuhp-dan 

ruu-kuhp Diakses 20 Januari 2019 
4 Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm 207 



manusia muncul sampai dunia akan berakhir nanti, hal ini tidak akan hilang selama birahi 

seksualitas masih ada dan sukar lepas dari hati nurani dan kendali kemauan manusia5. 

Menurut pendapat ahli yang Bernama Perkins dan Bennet mengungkapkan tentang defines 

pelacuran ialah sebagai transaksi bisnis yang disetujui atau disepakati oleh beberapa pihak terkait 

yang terlibat sebagai suatu hal yang sifatnya kontrak dalam jangka pendek dan dapat menimbulkan 

kemungkinan seseorang mendapatkan kepuasan seksualitas dengan cara yang beragam untuk 

memberikan pelayanan hubungan seksual demi uang sebagai imbalannya.6. 

Germo atau Mucikari adalah sebuah profesi dalam kehiduapan manusia yang di atur dalam 

KUHP Pada BAAB XIV dalam buku ke II yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan. 

Pengertian mucikari ialah seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang tinggal 

bersama dengan pelacur dan mencarikan pelanggan untuk pelacur tersebut, dan seakan-akan 

pelacur tersebut membiayai kehidupan si mucikari karena mendapatkan pelanggan yang telah 

dicarikan oleh mucikari, sehingga ia mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh 

pelacur. Yang menarik keuntungan dimaksud disini adalah mucikari tersebut7. 

Terdapat beberapa pihak yang erat kaitannya dengan satu sama lain dan saling 

mempengaruhi di dalam dunia prostitusi yakni pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, 

mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang mucikari tidak bisa memberikan pekerjaan untuk 

pelacur jika tidak ada pelanggan yang menginginkan jasa prostitusi. Bukan hanya menjadi 

penghubung, seseorang dapat juga dikatakan sebagai mucikari apabila menyediakan tempat atau 

sarana seperti rumah atau kamar untuk berlangsungnya prostitusi tersebut. Di Indonesia tidak ada 

hukum atau ketentuan khusus yang mengatur tentang prostitusi, akan tetapi KUHP mengaturnya 

 
5 ibid 
6 https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1 
7 https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk 

Diakses 19 Februari 2019 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk


mengenai kejahatan yang dengannya hal itu menajdi sebab perbuatan cabul dimudahkan yang 

termaktub dalam pasal 296 dan pasal 506 serta perihal kejahatan terhadap perdangan perempuan 

dan anak yang belum mencapai usia dewasa, hal tersebut termaktub dalam pasal 297. Kemudian, 

lebih khusus dalam KUHP pada pasal 296, pasal yang tertuang didalmnya dipergunakan untuk 

menghapuskan atau melenyapkan semua orang yang membrodil tempat pelacuran yang banyak 

kita temui di kota besar, dengan pencaharian yang telah terbukti maka hal tersebut telah dapat 

dikenakan sanksi hukuman pidana kepadanya. sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu:8 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas 

ribu rupiah” 

 

Seseorang  terancam dengan pasal tersebut di atas ialah orang yang membuat pertemuan 

antara pengguna jasa seksual dan pekerja seksual, serta bisa terancam pula untuk orang yang 

memberikan tersedianya kamar atau rumah kepada kedua pihak tersebut untuk melepaskan nafsu 

birahi mereka9. 

Pasal 296 KUHP mengatakan bahwa orang-orang yang disebut dengan mucikari, itulah 

orang-orang yang dapat dipidana.  Sangat jarang kita temui ketika para mucikari diusut oleh pihak 

kepolisian, atau bahkan sangat jarang pula kita temui mucikari dituntut oleh jaksa penuntut umum 

ke pengadilan untuk diadili., padahal pasal tersebut bersifat formal dan masih berlaku.10. 

Seringkali masyarakat memandang bahwa hanya pelacur yang paling besar mendatangkan 

resiko atau yang paling dianggap bersalah dalam praktik prostitusi, namun mengenyampingkan 

bahkan sampai melupakan seseorang yang berperan sebagai mucikari atau germo yang turut andil 

 
8 R. Sesilo, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal 

demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm 217 
9 ibid 
10 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, Jakarta, hlm 115 



dalam praktik prostitusi. Tetapi di samping itu, sebagian besar mucikari atau germo yang 

melakukan pekerjaan itu dilandasi atas beberapa factor, diantaranya karena keuangan atau keadaan 

ekonomi yang kurang dan mendesak, selain itu juga factor lainnya dikarenakan rendahnya latar 

Pendidikan yang dimiliki sehingga tidak ada keahlian yang membawa ke arah yang positif, serta 

dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang kurang baik. 

Di Indonesia, ada banyak kasus prostitusi melalui media sosial, seperti contoh kasus yang 

terjadi di Kota Bengkulu dan Kediri. Pada masing-masing kota tersebut memiliki kasus yang sama, 

hanya saja terkait penjatuhan hukuman pidana dan dasar pertimbangan hakim yang menjadi 

pembedanya.  

Seperti misalnya kasus yang menjerat Ria Ayu Lestari, seorang mucikari yang terjerat 

kasus prostitusi melalui media sosial di kota Bengkulu pada tahun 2017. RAL alias Ria Ayu Lestari 

diduga telah memperkerjakan seorang perempuan untuk melayani memenuhi nafsu birahi seorang 

lelaki. Bermula dari Ria Ayu Lestari yang menghubungi seorang perempuan bernama Liza 

Kristian, ia menawarkan pekerjaan kepada Liza untuk melayani lelaki hidung belang, singkat 

cerita, Liza pun setuju dengan tawaran tersebut. Selepas beberapa waktu kemudian, Liza dan Ria 

mengunjungi sebuah homestay yang ternyata sudah dipesan oleh pemesan jasa prostitusi yang 

bernama Enang Suyatna. Pihak kepolisian ternyata telah lebih dulu mengusut terkait hal tersebut, 

sehingga tak butuh waktu lama, pohak kepolisian pun langsung menggerebek kejadian tersebut. 

Oleh karena itu, akibat perbuatan tersebut, Ria yang disebut sebagai mucikari dikenakan pasal 296 

KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan. 

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 terjadi pula kasus yang sama terjadi di daerah 

Kediri. Reza Arnes Andrika Bin Suharsono sebagai seseorang yang terjerat dalam kasus tersebut, 

hal itu bermula saat Reza tergabung ke grup facebook. Lalu salah satu anggota grup tersebut yang 



bernama Alfiansyah bertanya tentang pekerja seks, ia mengatakan mau cari teman buat nyanyi 

yang posisinya ada di malang kalau memungkinkan ya di kediri, lalu rreza memberikan respon 

kepada alfiansyah yang mengatakan ya nanti saya bisa carikan teman kamu buat nyanyi, jangan 

lupa nanti main ke kediri. Setelah itu, percakapan antara keduanyapun lanjut ke pesan blackberry 

di waktu malam jam 11. Dikeesokan harinya, Alfiansyah datang untuk check in ke Viva Hotel 

bersama dengan temannya bernama Adi Maulana, di dalam kamar nomor 316 Alfiansyah ditemani 

perempuan bernama Detik Andriyani, sedangkan Adi berada di kamar nomor 323 ditemani 

seorang perempuan bernama Talita Handayani, kemudian pada sekitar pukul 00:30 setelah mereka 

melakukan hubungan seksual, tak lama dari itu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian Polda 

Jatim. Oleh sebab itu, Reza dijerat dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk membahas dan meneliti 

kedua kasus diatas, dengan pembahasan terkait penerapan sanksi pidana terhadap mucikari atau 

yang disebut dengan penyedia jasa prostitusi. Dan penulis juga tertarik membahas terkait faktor 

apa saja yang menyebabkan seseorang dapat menjadi mucikari , selain itu juga penulis tertarik 

untuk membahas terakit dasar hakim dalam mempertimbangkan terhadap pelaku tindak pidana 

yang akan dijatuhkan pidana kepadanya.   

Atas dasar latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melelaui 

Media Sosial (Suatu Studi Kasus) untuk dijadikan bahan teliti dalam penulisan skripsi ini.   

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku penyedia jasa prostitusi melalui 

media sosial?   



2. Apa faktor penyebab seseorang ingin menjadi mucikari?  

3. Apa landasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada 

pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada 

pelaku tindak pidana prostitusi melalui media sosial  

2. Untuk mengetahui alasan orang ingin menjadi mucikari  

3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media 

sosial berdasarkan dasar pertimbangan hakim   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan secara teoritis 

Penulis berharap penelitian yang ditulis akan mendatangkan manfaat secara teoritis bagi 

kemajuan dan perkembangan dalam bidang ilmu hukum terkhusus ilmu bidang hukum sampai 

bisa dijadikan rujukan untuk yang minat terhadap bidang yang sama.  

2. Kegunaan secara praktik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara praktik dalam 

penelitian ini sebagai masukan dari sumber hukum pemerintah dan apparat bagi penegak hukum  

3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam kajian bidang hukum pidana dan sebagai 

upaya untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada fakultas hukum 

 

  



E. Ruang Lingkup Penelitian 

Bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penulisan 

skripsi ini hanya sebatas penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terahadap pelaku penyedia jasa 

prostitusi melalui media sosial yang didasari oleh akibat hukum yang di atur dalan KUHP pada 

pasal 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada kasus yang terjadi di daerah Bengkulu dan 

Kediri. Dan faktor penyebab seseorang menjadi mucikari, serta mengetahui penjatuhan pidana 

terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial berdasarkan dasar pertimbangan 

hakim.   

 

F. Kerangka Teori 

Konsep-konsep yang termasuk abstraksi dari hasil pemikiran disebut dengan kerangka 

teoritis, pada dasarnya kerangka teoritis tujuannya untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial 

yang dianggap relevan utnuk pelaksanaan penelitian hukum.11 Dalam penelitian ini, kerangka teori 

yang digunakan adalah:  

1. Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum diakui kebenarannya sebagai kaidah 

atau aturan, maka dengan adanya sanksi diakui sebagai salah satu unsur esensialnya. Dalam 

otoritas tertinggi di masyarakat menyebutkan hampir semua juris memandang hukum sebagai 

kaidah bersanksi. Dengan adanya ancamana pidana atau sanksi tersebut maka masyarakat 

dapat mempertahankan ketaatannya terhadap hukum. Oleh sebab itulah terdapat syarat  

pemidanaan yang telah ditentukan baik yang berkaitan dengan aspek perbuatannya ataupun 

 
11  Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, hlm. 74  



yang berkaitan dengan aspek legalitas,  sedangkan disamping itu pada aspek pelaku atau orang 

menggunakan asas kesalahan.12.  

Pada asas legalitas tak hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang 

perbuatan yang bisa dipidanakan, tetapi asas legalitas juga menghendaki ketentuan atau batas 

yang jelas perihal suatu pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan pada asas kesalahan 

menjelaskan bahwa yang dapat dipidan hanyalah orang-orang yang benar-benar bersalah.   

Dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan 

pidana, rumusan delik dalam undang-undang harus terpenuhi.  Di lain hal menyebutkan bahwa 

harus didukung oleh keyakinan seorang hakim bahwa perbuatannya itu benar-benar dilakukan 

oleh orang yang memiliki kesalahan.13 

Sedangekan pada teori tujuan pemidaana terdapat beragam teorinya terakit tujuan 

penjatuhan hukuman, diantara lain sebagai berikut:   

a. Teori Absolut atau teori pembalasan 

Kant dan Hegel adalah seorang ahli yang memperkenalkan teori absolut, teori absolut 

menerangkan bahuwa pemidanan termasuk hal pembalasan atas kesalahan yang telah 

diperbuat sehingga berorientasi pada Tindakan atau perbuatan dan terletak pada terjadinya 

kejahatan itu sendiri. Teori absolut mengutamakan perihal sanksi dalam hukum pidana yang 

dapat dijatuhkan jika sesorang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat yang 

memang harus ada sebagai pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, sehingga 

dengan adanya sanksi tujuannya untuk memuaskan tuntutan keadilan.14. 

 
12 M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya,hlm. 37 
13 M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya,hlm. 49 
14 Muadi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijkan Pidana, Bandung: alumni, 1992,hlm 28 



a. Teori relatif atau Tujuan 

Teori Relatif ialah teori yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana 

terletak pada tjuan pidan aitu sendiri. Oleh sebab itulah teori relative ini memiliki tujuan 

tertentu atau khusus, maka disamping tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban 

masyarakat15 

b. Teori gabungan 

Teori ini menjelaskan tentang kombinasi antara teori absolut dan teori relative. Teori 

ini menjelaskan bahwa pemidanaan bukan hanya memberikan penderitaan jasmani, psikologis 

akan tetapi ialah juga memberikan pemidanaan karena Pendidikan.16 

Dengan adanya ketiga teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa tiga-tiganya  teori 

itu  dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

 

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau 

penyebab terjadinya kejahatan, maka teori-teori kriminologi yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut:17: 

a. Teori Asosiasi Deferensial  

Yang dimaksud dengan Teori Asosiasi Deferensial ialah pola kejahatan yang sifatnya 

tidak turun temurun, tetapi bersifat untuk dijadikan sebagai bahan ajaran melalui pergaulan 

yang dekat. Untuk mempelajari pola kejahatan yaitu melalui kelompok dengan adanya 

 
15 Sutherland&Cressey(disadur oleh Sudjono D), The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan 

Hukum Pidana, Bandung:1974, hlm.62 
16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm.23 
17 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung: 1992, hlm. 32 



interaksi dan komunikasi yang mempelajari tentang teknik untuk berbuat kejahatan dan alasan 

yang dapat mendukung perbuatan jahat.  

b. Teori Anomi 

Durkheim merupakan pencetus dari teori anomi, ia menngungkapkan suatu peristiwa 

tanpa adanya norma atau aturan di dalam kehidupan masyarakat, peristiwa tanpa aturan 

tersebut dapat menimbulkan tingkah laku deviasi. Anomie sudah sering digunakan dalam 

menggambarkan masyarakat yang mengidap kekacauan tersebab tidak ada aturan yang dapat 

diakui bersama-sama mengenai tingkah laku yang baik atau tingkah laku yang lebih parah lagi, 

terhadap aturan atau norma yang memiliki kekuasaan untuk meningkatkan isolasi bahkan 

saling memangsa dan tidak bekerjasama.  

 

c. Teori Sosialis 

Teori sosialis menjelaskan bahwa kejahatan muncul disebabkan oleh adanya tekanan 

ekonomi yang tak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berlandaskan definisi tersebut, 

maka untuk melawan kejahatan harus meningkatkan kekuatan di bidang ekonomi, sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kejahatan ketika kehidupan sosial tersebut makmur, seimbang 

dan berkeadilan sosial.  

d. Teori Lingkungan 

Teori lingkungan menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan 

karena terpengaruh oleh faktor sekitar seperti lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan keamanan dan pertahanan dengan dunia luar serta pertemuan teknologi.  

Berlandaskan teori tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat diterapkan pada 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  



1. Teori Aosiasi Deerensial;  

2. Teori sosialis, dan 

3. Teori lingkugan. 

 

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Yang dimaksud Dasar Pertimbangan Hakim merupakan klimaksnya dari perkara yang 

diadili oleh hakim yang perkara tersebut sedang diperiksa. Pendapat Mackhenzi mengatakan 

bahwa terdapat beberapa pendekatan teori yang bisa digunakan hakim untuk dijadikan dasar 

pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, ialah sebagai berikut:18   

 

1. Teori Keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau yang 

memiliki akitannya dengan suatu perkara.  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Yang dimaksud dengan penjatuhan putusan hakim ialah diskresi atau kewenangan dari 

seorang hakim. Seorang hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi 

setiap pelaku tindak pidana sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan dengan cara 

menggunakan seni pendekatan yang mengedepankan instink dan intuisi ketimbang 

pengetahuan hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuwan  

 
18 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102.  



Inti dari ilmu ini ialah suatu pemikiran bahwa terkait proses dalam menjatuhkan pidana 

mesti dilakukan dengan sistematik serta  penuh dengan kehati-hatian, terkhusus dalam 

kaitannya terhadap putusan terdahulu dalam rangka untuk terjaminnya konsistensi putusan 

hakim.  

4. Teori Pendekatan Penalaman  

Seorang hakim yang memiliki pengalaman merupakan hal yang bisa membantu suatu 

perkara agar berjalan dengan baik.  

5. Teori Ratio Decindendi  

Teori Ratio Decindendi teori yang berlandaskan filsafat yang telah dipertimbangkan 

dari berbagai aspek yang terdapat kaitannya dengan inti dari perkara yang bersengketa lalu 

secara relevan mencari pertauran perundang-undangan terhadap inti dari  sengketa perkara  

sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara harus didasarkan pada pertimbangan 

hakim yang jelas dan berisi muatan motivasi.  

6. Teori Kebijaksanaan  

Dalam teori kebijaksanaa menegaskan bahwa pihak pemerintah, masyarakat, keluarga 

dan orang tua yang turut bertanggung jawab dalam membibing, mendidik, membina dan 

melinungi seorang terdakwa, supaya pada masa mendatang dapat berubah menjadi seseorang 

yang bermanfaat untuk keluarga, banyak orang, serta bangsa dan negara.  

Berlandaskan beberapa teori diatas, maka kesimpulannya, teori yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut:  

a. Teori Keseibangan; 

b. Teori pendekatan keilmuan; 



c. Teori ratia recidendi, dan; 

d. Teori kebijakan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitina hukum 

normatig atau penelitian kepustakaan yang didukungg dengan proses wawancara sebagai data 

lapangnnya sebgai salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk mencari bahan teliti 

terkait kebutuhan hukumnya.19 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian terdapat bermacam-macam pendekatan yang dilakukan, dengan 

adanya pendekatan tersebut seorang peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai segi atau 

aspek terkait peristiwa yang diteliti, diantaranya ialah:20 

a. Pendekatan Undang-Undang (statuta approach) 

Dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan 

permasalahan hukum yang diteliti disebut dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini 

merupakan kesempatan untuk peneliti dalam mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian 

antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya. Atau untuk mencari solusi 

dalam memecahkan masalah dari suatu argument yang sudah ditelaah.21  

 

 
19 Jhoni Ibrahum, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia, 2006, hlm. 47. 
20 https://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/, diakses 10 maret 2019 
21 Peter Mahmund Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media Grup, 2005, hlm. 113 

https://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/


b. Pendekatan Kasus 

Yang dimaksud dengan pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu 

putusan pengadilan yang ditelaah telah memiliki yang kekuatan hukum tetap.  

 

c. Pendekatan konseptual (conseptual approach) 

Pendekatan konseptual berlandaskan dari doktrin dan berbagai pandangan yang telah 

berkembang sehingga aka nada ide- gagasan yang mendatangkan defines hukum, kunsep 

hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan kasusu yang dihadapkan. Dengan adanya 

konsep ini diperuntukkan untuk memahami konsep tentang praktik prostitusi melalui media 

sosiall dengan berlandaskan doktirn dalam hukum.22 

 

H. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PemberantasanTindak Pidana 

Perdagangan Orang 

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; 

6) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.sus/2018/PN.Bgl 

7) Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 198/Pid.sus/2017/PN.Kdr 

 
22 Ibid, hlm. 20 



 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Ada kaitan era tantara bahan huku  sekunder dengan bahan hukum primer, hal tersebut 

dikarenakan kedua kaitan tersebut bisa membantu dan mendorong untuk menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer.  23. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yang dapat digunakan dalam bahan hukum tersier untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. KBBI; 

2. Kamus Hukum; 

3. Hasil karya hukum;  

4. Majalalah, koram, media cetak dan eletronik; 

d. Wawancar. 

 

1. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Dengan cara studi kepustakaan (library research) adalah metode pengumpulan bahan 

yang dapat digunakan untuk menyelesaiakan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari 

studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan memecahkan permasalahan dalam 

penelitian. Dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan 

Pustaka, dan buku bacaan serta sumber lain studi kepustakaan dapat dilakukan, serta 

menyeleksi beragam bahan yang termuat kandungan dalam sudut pandang yang berbeda dan 

satu sama lain beretentangan. Setelah bahan hukum telah diperoleh dari hasil hasil penelitian 

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: universitas Indonesia, 1984, hlm 252 



kepistakaan tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengelolaann bahan hukum yang telah 

didapatkan dengan cara sistematisasi bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud ialah 

mengklasifikasikan bahan hukum tertulis agar memudahkan proses analisis dan instruksi.24 

 

2. Analisis Bahan Hukum 

Dalam melakukan peneltian ini, memerlukan bahan hukum dengan metode kualitatif 

untuk menganalisis penelitian, hal tersebut dilakukan dengan cara mengurai metode desktiptif 

melalui data primer, tersier dan skunder yang sudah dikumpulkan terkait masalah dalam 

penelitian iniberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari metode ini 

untuk menggambarkan, memahami dan menginterprestasikan kondisi atau fenomena yang 

sedang berlangsung.25 

 

3. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Secara dedukatif  merupakan cara atau teknik dalam penarikan kesimpulan dalam 

penulisan skripsi ini yang diangkat dari suatu hal yang sifatnya khusus.26 Teknik penariakn 

kesimpulan dilakukan agar diperoleh jawaban atas masalah pemabahasan yang ditulis dalam 

skripsi ini.  

 

 

 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 251. 
25 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif,  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66. 
26 Soetandyo Wignosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 91. 
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